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ABSTRAK

Fitriyani /222018051/2022/ Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan
Pelaporan PPh 21 Pada PT Bintang Selatan Agung Palembang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah keseluruhan mekanisme PPh 21
perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. PPh Pasal 21
menu rut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan adalah pajak
atas perolehan berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan
dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang
dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Penelitian ini dilakukan di PT
Bintang Selatan Agung Palembang. Metode analisis data yang digunakan adalah metode
deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perhitungan PPh
pasal 21 pada PT Bintang Selatan Agung Palembang Masih Belum sesuai karena adanya
salah hitung pada karyawan yang tidak diberikan denda karena tidak memiliki NPWP
sehingga terjadinya kurang bayar dan melakukan perbaikan pada waktu yang cukup lama
yaitu pada tahun berikutnya. Yang menyebabkan terjadinya kurang bayar yang merugikan
kas negara.

Kata Kunci: PPh 21, Metode, PT Bintang Selatan Agung Palembang, UU Perpajakan
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ABSTRACT

Fitriyani /222018051/2022/ Analysis of Calculation, Withholding, Deposit, and
Reporting of PPh 21 at PT Bintang Selatan Agung Palembang.

The purpose of this study was to determine whether the entire mechanism of the
company's PPh 21 was in accordance with the applicable tax laws. PPh Article 21
according to Law Number 36 of 2008 concerning income tax is a tax on income in the
form of salaries, wages, allowances, and other payments in any name and in any form in
connection with the work or position, services, and activities carried out by the taxpayer.
domestic personal tax. This research was conducted at PT Bintang Selatan Agung
Palembang. The data analysis method used is descriptive qualitative and quantitative
methods. The results showed that the calculation of PPh article 21 at PT Bintang Selatan
Agung Palembang was still not appropriate because of a miscalculation on employees
who were not given a fine because they did not have a TIN so that there was an
underpayment and made repairs for a long time, namely in the following year. Which
causes the occurrence of underpayments that harm the state treasury.

Keywords: PPh 21, Method, PT Bintang Selatan Agung Palembang, Tax Law

XV



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Banyak negara,
termasuk Indonesia, mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber
penerimaan negara yang utama. Penerimaan Pajak di Indonesia dibagi dua
jenis, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat yaitu Pajak
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPN dan PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea
Materai, Bea Masuk dan Cukai. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas
penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain
dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan
ataujabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek
Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang
No0.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Mengingat begitu pentingnya peran pajak dalam APBN, maka usaha
untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilaku kan oleh pemerintah yang
dalam hal ini merupakan petugas. Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya
dilakukan Ditjen Pajak agar penerimaan pajak maksimal yaitu dengan cara
optimalisasi penerimaan pajak. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak
tidak hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak,
tetapi dibutuhkan peran aktif dari wajib pajak itu sendiri Menurut laman

kemenkeu.go.id Tahun 2021.



Pajak yang berlaku bagi karyawan menurut Anastasya (2021) adalah
Pajak Penghasilan Pasal 21. Penghasilan dari karyawan tersebut dilakukan
pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan, karena
perusahaan diberikan wewenang untuk melakukan pemotongan terhadap
karyawannya. Perhitungan pajak penghasilan merupakan perhitungan atas
pajak penghasilan yang dimana formula perhitungannya telah diatur dalam
peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Perusahaan sebagai pemotong
pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi pemerintah. Mengingat saat
ini banyak perusahaan yang melaksanakan pemotongan pajak tidak sesuai
dengan ketentuan yangberlaku.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 21 menjelaskan pajak
penghasilan (PPh) pada sebagai berikut, Undang-Undang ini mengatur
pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan
penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek
pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan,
dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak
atas penghasilan yang di terima atau diperolehnya selama satu tahun pajak
atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak
apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun
pajak.

Menurut Mardiasmo (2016:197) PPh pasal 21 adalah pajak atas
penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain

dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau



jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak
dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang pajak
penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 36/2018, PPh Pasal 21 adalah pajak
yang di potong penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan
dengan nama dan bentuk apapun yang diterima wajib pajak orang pribadi
dalam negri. Sedangkan DTP (P-DTP) adalah pajak terutang yang dibayarkan
oleh pemerintah menggunakan anggaran yang telah ditetapkan APBN,
kecuali ditentukan lain dalam UU APBN (Pasal 1 angka 0 PMK 228/2010).
Objek pajaknya bebas ditentukan tiap tahunnya oleh menkeu lewat penerbitan
PMK. jadi, PPh pasal 21 DTP adalah pajak terutang atas penghasilan terkait
dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dibayarkan oleh pemerintah
menggunakan anggaran yang telah ditetapkan dalam UU APBN.

Perhitungan PPh 21 selalu disesuaikan dengan tarif PTKP yang
ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). PTKP yang tercantum pada
pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2008, tariff PTKP yang ditetapkan oleh DJP belum mengalami
perubahan sejak tahun 2016.

Pemotongan PPh 21 menurut Mardiasmo (2016: 197) adalah wajib pajak
orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang
mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana

dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 26 Undang-Undang pajak penghasilan.



PPh 21 yang di setorkan menurut Pajakku.co.id 2021, untuk setiap masa
pajak wajib bisa dilakukan dengan cara Online Banking, menyetor lewar
teller bank atau kantor pos, dan bisa juga dibayarkan lewat pajakku. Setelah
dilakukan penyetoran pajak oleh wajib pajak, wajib pajak harus melaporkan
SPT masa PPh pasal 21.

Pelaporan PPh 21 menurut Lydia dan Williem (2017) pemotong pajak
wajib melaporkan penyetoran tersebut ke kantor pelayanan pajak tempat
wajib pajak terdaftar selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim
berikutnya dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT) masa PPh 21,
untuk PPh badan, pelaporan PPh pasal 21 menggunakan surat pemberian
tahunan 1771.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anastasya, dkk (2021) yang
berjudul Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Tenaga
Honorer Pada Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna. Objek
penelitian ini yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna.
Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal
21 Untuk Tenaga Honorer Pada Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage
Tahuna. Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan
dalam penelitian ini adalah metodeanalisis deskriptif, yaitu suatu metode
yang sifatnya menguraikan dan menggambarkan suatu data atau keadaan serta
melukiskan atau menjelaskan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik suatu
kesimpulan untuk menjawab permasalahan yangada. Hasil penelitian

menunjukan bahwa Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Rumah



Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna tahun 2019 belum sepenuhnya
sesuai dengan peraturan perpajakan yang baru yaitu Undang-Undang
Nomor36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Namun pada pelaksanaannya perusahaan sering kali melakukan
kesalahan dalam melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan
pelaporan PPh 21 karyawannya. Seperti keterlambatan penyetoran PPh 21
yang ditemukan oleh Dewi (2019) pada Kantor Konsultan Pajak Vincentius
Darmasi Tansuri. Penyetoran PPh 21 Kantor Konsultan Pajak Vincentius
Darmasi Tansuri belum sesuai dengan PeraturanPerpajakan yang berlaku.
Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 untuk penyetoran paling lambat
adalah tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan pada Kantor Konsultan Pajak
Vincentius Darmasi Tansuri terjadi telat bayar/setor di bulan April 2018
dengan tanggal penyetoran tanggal 14 bulan berikutnya.

Selanjutnya kesalahan perhitungan dan pemotongan PPh 21 yang
ditemukan oleh Indah (2019) pada perusahaan PT.X di Kota Surabaya. la
menyimpulkan bahwa PT. X di Kota Surabaya kurang teliti dalam
memperhatikan status pegawai untuk perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji
pegawai tetap. Perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji pegawai tetap pada
PT. X di Kota Surabaya untuk pegawai B dan pegawai G lebih tinggidari
perhitungan peraturan perpajakan, sehingga merugikan pegawai Yyang
bersangkutan. Penyebabnya karena bagian manajemen perusahaan tidak
secara berkala melakukan pendataan ulang pada karyawannya dan kurang

teliti dalam perhitungan perpajakannya.



Penelitian ini mengambil objek penelitian pada sektor rental alat berat
dan jasa pembangunan jalan di PT Bintang Selatan Agung Palembang yang
berdiri pada tahun 1981 berdasarkan akte no.14 di Palembang. PT Bintang
Selatan Agung berlokasi di Jalan Soekarno Hatta No.01, Palembang Sumatera
Selatan.

Berikut ini merupakan data Karyawan PT Bintang Selatan Agung

Palembang:

Tabel 1.1

Data Karyawan Memiliki NPWP Dan Tidak Memiliki NPWP Yang
Terdaftar Di PT Bintang Selatan Agung Palembang

No Keterangan Jumlah | Karyawan ber Karyawan
NPWP tidak ber
NPWP
1 | Karyawan Tetap 111 25 86
2 | Karyawan Tidak Tetap 69 - 69
3 | Penerima Upah Harian 50 - 50
4 Total 230 25 205

Sumber : PT. Bintang Selatan Agung Palembang, 2022 ( Data Diolah )

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dari 111 karyawan tetap yang terdapat
pada PT Bintang Selatan Agung Palembang, hanya terdapat 25 karyawan
yang mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). sedangkan 205

karyawan lainnya tidak memiliki NPWP.

Tabel 1.2

Data Penghasilan Karyawan Yang Terdaftar

Di PT Bintang Selatan Agung

No Keterangan Penghasilan diatas | Penghasilan dibawah
PTKP PTKP
1 Karyawan Tetap 14 11
2 Karyawan Tidak Tetap - 69
3 Penerima Upah Harian - 50
Total 14 213

Sumber : PT Bintang Selatan Agung Palembang, 2022 ( Data Diolah)




Berdasarkan Tabel 1.2 pendapatan seluruh karyawan PT Bintang
Selatan Agung Palembang terdapat juga karyawan yang tidak memiliki
NPWP dan berpenghasilan diatas PTKP. Tetapi disamakan jumlah pajak
penghasilannya dengan karyawan yang memiliki NPWP dan tidak di berikan
denda lebih tinggi karena menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 ayat
5(a) dinyatakan bahwa besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak
yang tidak menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka
pembayaran pajaknya lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang
diterapkan terhadap Wajib Pajak yang menunjukkan Nomor Pokok Wajib
Pajak.

Dari fenomena yang dipaparkan diatas tentunya menunjukan kurang
telitinya perusahaan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang
dipotong dari karyawan. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk
melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Perhitungan, Pemotongan,
Penyetoran Dan Pelaporan PPh 21 Pada PT Bintang Selatan Agung
Palembang “.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah di dalam
penelitian adalah Bagaimana Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran

Dan Pelaporan PPh 21 Pada PT Bintang Selatan Agung Palembang.



C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dari perumusan masalah di atas, maka dapat
di tetapkan tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis Perhitungan,
Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan PPh 21 Pada PT Bintang Selatan
Agung Palembang.
D. Manfaat Penelitian
Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang
membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun
manfaat penellitian ini adalah:
1. Bagi Penulis
Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai hal
dibidang perpajakan.
2. Bagi PT Bintang Selatan Agung Palembang
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai saran
masukan dan bahan pertimbangan bagi PT Bintang Selatan Agung Palem
3. Bagi Almamater
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi
peneliti lain, menjadi bahan referensi bagi para pembendaharaan

penelitian di Universitas Muhammadiyah Palembang.
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